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Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan dan

perubahan di tingkat lokal,

masyarakat desa tantangan pelayanan

publik, mencakup akses terhadap

pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

pekerjaan, dan layanan sosial

lainnya. Untuk mengatasi tantangan-

tantangan ini, tata kelola pemerintah

desa yang baik menjadi sangat

penting.

Good governance atau tata kelola

pemerintahan yang baik merupakan

suatu proses yang melibatkan

pengambilan keputusan dan

implementasi keputusan tersebut,

dengan tujuan untuk kepentingan

bersama. 4 prinsip utama good

governance, yakni auntabilitas

(accountability), transparansi

(transparancy), keterbukaan

(openness), dan aturan hukum (rule

of law).

Pemberian pelayanan terbaik merupakan hasil 

dari kinerja pemerintahan desa dalam mencapai 

standar pelayanan nasional yang berkaitan 

dengan kualitas pelayanan
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Data Empiris

Penelitian ini lokasi yang dijadikan objek adalah Kantor Balai Desa Kalidawir,

Kecamatan Tanggulangin, karena penulis telah mengamati bahwa penerapan

prinsip-prinsip tersebut masih belum optimal di lembaga tersebut dan akan

membahas upaya konkret yang telah diambil oleh Pemerintah Desa Kalidawir

untuk meningkatkan tata kelola mereka, termasuk langkah-langkah yang mereka

lakukan dalam rangka mencapai akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan

kepatuhan terhadap aturan hukum.



4

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ali & Saputra, 2020) menyatakan bahwa tata kelola yang dijalankan Pemdes Pematang

Johar tidak bisa dilepaskan dari peran leadership yang tepat sehingga bisa melakukan pengelolaan serta pengaturan sistem

pemerintahan desa yang ideal. Layanan yang dilakukan oleh Pemdes Pematang Johar lewat program e-Desa sudah terealisasi

secara baik meskipun belum sempurna sebab adanya kemampuan publik yang terbatas dalam menerapkan program e-Desa.

Artikel yang ditulis (Syifa et al., 2022) menyatakan bahwa layanan publik pada Desa Gempolkerep memiliki sistem yang

dianggap baik dalam melayani publik. Layanan yang dilakukan Pemdes Gempolkerep dalam menyusun aturan, yaitu

masing-masing seksi, mempunyai kepala seksi dan staff tersendiri, selaras dengan peraturan desa mengenai struktur

organisasi dan tata kerja pemdes dan perangkat desa, yang diatur dalam BAB V Pasal 10 ayat 3. Berdasarkan keterangan

sekdes hal itu menjadi keharusan juga pula pada masing-maisng desa untuk selaras dengan administrasi dan aturan yang

berlaku, apabila tidak selaras maka berpotensi membebani pemdes uatama pada sektor layanan publik.

Terakhir pada artikel yang ditulis (Habibi et al., 2022) menyatakan bahwa usaha yang dilakukan perangkat desa guna

memperbaiki implementasi prinsip good governance di Desa Tempursari dijalankan melalaui sejumlah cara yakni dengan

menentukan jam operasional kerja, melakukan pemberdayaaan perangkat desa agar senantiasa memperbaiki kinerjanya

supaya ada perbaikan SDM yang profesional, bertambahnya pengetahuan perangkat desa terkait transformasi teknologi, dan

menjalankan evaluasi kerja per bulan.
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Tujuan

Dari ketiga artikel terdahulu tersebut kebaruan dalam artikel ini untuk menganalisis dan

mendkripsikan good governance pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa

Kalidawir, artikel ini ditulis untuk memberikan pemahaman dan mengkaji layanan publik di Desa

Kalidawir, implementasi prinsip good governance, hambatan yang dihadapi seperti kurangnya

partisipasi kepada masyarakat dalam penerapan prinsip good governance, serta usaha yang dilakukan

dalam memperbaiki implementasi melalui 4 indikator prinsip utama dari good governance menurut

Sedarmayanti (2004) di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yaitu

akuntabilitas, transparansi, keterbukan dan aturan hukum.
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Metode Penelitian

Jenis Penelitian:

Kualitatif deskriptif
Indikator menururt Sedarmayanti 

(2004) : 

• akuntabilitas (accountability),

• transparansi (transparancy),

• keterbukaan (openness),

• aturan hukum (rule of law)
Teknik penentuan 

informan dengan 

Purposive Sampling

Lokasi Penelitian: Kantor

Balai Desa, Desa

Kalidawir, Kecamatan

Tanggulangin, Kabupaten

Sidoarjo.

4 orang informan yaitu: Kepala

Desa Kalidawir, Maksun

(informan), Sekretaris Desa

Kalidawir, Satukan Efendi

(informan), Kasi Pemerintah Desa,

Nida (key informan), Kasi

Pelayanan, Roni (key informan),

warga masyarakat, Siti (informan).

Analisa Data Secara 

Induktif 

Teknik Pengumpulan 

Data: Observasi, 

Wawancara, Dan 

Dokumentasi

Teknik Analisis Data : 

Reduksi Data, 

Penyajian Data, 

Penarikan Kesimpulan
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Hasil Pembahasan

Salah satu upaya tata kelola pemerintahan di Balai Desa Kalidawir bisa juga dilihat dari upaya
merealisasikan layanan yang ideal untuk warga masyarakat selaras dengan visi dan misi dari Desa
Kalidawir. Visi Desa Kalidawir adalah “Kerja bersama menuju Kalidawir sejahtera”. Sedangkan misinya
yaitu :

1) Peningkatan keberdayaan aparat pemerintahan desa,

2) Peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

3) Peningkatan keberdayaan potensi desa.

4) Peningkatan keberdayaan lembaga ekonomi desa.

Untuk mendukung visi dan misi kemudian direalisasikan dalam bentuk pelayanan publik yang bertujuan
memberikan kemudahan melayani kepentingan masyarakat dengan prinsip good governance. Berdasarkan
hasil wancara dengan beberapa informan dan key informan, serta didukung hasil obervasi serta studi
dokumentasi, hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Hasil Pembahasan

Dalam penerapan di Kantor Balai Desa Kalidawir, ketersediaan informasi tentang layanan administrasi yang berada

di ruang pelayanan seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Kalidawir sangat optimal. Sekretaris Desa

Kalidawir, Satukan Efendi, menyatakan bahwa para birokrat berpegang pada standar operasional dan prosedur dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Roni, Kasi pelayanan, memaparkan bahwa SOP tersebut dibuat mengacu

pada peraturan yang telah ditetapkan oleh dinas yang bersangkutan. Pemdes Kalidawir tidak membuat aturan

tambahan yang menyulitkan warga desa. Semua kebijakan, termasuk dalam penetapan SOP pelayanan publik, dapat

dipertanggungjawabakan (akuntabilitas). Standar Operasional Prosedur yang terbuka dapat membantu meningkatkan

efisiensi dan mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pemberian layanan. Partisipasi

masyarakat juga menjadi penting, di mana masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pelayanan dengan

mengakses SOP, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban

mereka dalam mendapatkan pelayanan publik.

Pemdes Kalidawir juga memasang informasi terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Desa.

Semua kebijakan, termasuk dalam penetapan SOP pelayanan publik, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Selain itu, Pemdes Kalidawir juga memiliki mekanisme yang jelas dalam pelayanan publik serta telah menjaga

kinerja pegawai dengan melakukan absensi setiap hari melalui e-buddy.

Dengan demikian, upaya-upaya seperti memberikan akses yang mudah terhadap informasi terkait kependudukan dan

mekanisme pengaduan publik yang transparan dan mudah diakses dapat berkontribusi secara langsung terhadap

peningkatan mutu layanan kependudukan, serta menciptakan fondasi yang kuat untuk layanan publik yang lebih

berkualitas, akuntabel, dan transparan.
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Hasil Pembahasan 

Mengacu pada pernyataan Sekdes, Satukan Efendi, dapat diketahui bahwa bentuk tranparansi dalam pelayanan

Pemdes Kalidawir adalah mencetak banner realisasi tahunan yang dipasang di depan kantor balai desa. Hal

tersebut, merupakan wujud dari instansi pemdes sesuai dengan UU yang menyatakan bahwa bentuk nyata

transparansi adalah harus tansparan untuk menerbitkan relalisasi satu tahun sekali dalam bentuk banner sebagai

syarat. Banner realisasi tahunan memberikan informasi terbuka kepada seluruh warga desa dan masyarakat umum.

Kasi Pelayanan, Roni, juga menegaskan bahwa dalam mengevaluasi, pemerintah desa kalidawir sendiri melakukan

sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat awam sekitar terhadap aplikasi pelayanan yang berbasis

elektornik. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat Desa Kalidawir masih belum sepenuhnya berpartisipasi

dalam peningkatan pelayanan yang saat ini telah tersedia berbasis elektronik. Masyarakat cenderung masih

menggunakan metode lama yakni non elektronik seperti datang langsung ke kantor untuk menerima pelayanan.

Sekdes, Satukan Efendi, menambahkan, strategi pelayanan yang prima desa kalidawir telah memberikan nomor

pelayanan yang siap membantu masyarakat 24 jam.

Namun, diakui oleh Siti, warga Desa Kalidawir, masih banyak warga yang memilih menggunakan pelayanan

offline, karena belum paham dengan pelayanan online. Warga enggan untuk mengakses pelayanan publik secara

online. Fenomena banyaknya warga yang memilih menggunakan pelayanan offline daripada pelayanan online

karena kurangnya pemahaman atau keterampilan terkait penggunaan teknologi dan pelayanan online. Beberapa

faktor yang menyebabkan preferensi ini termasuk tingkat literasi digital yang rendah, kurangnya akses atau

ketersediaan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah desa, serta kecemasan atau ketidaknyamanan dalam

mengadopsi perubahan teknologi. Warga merasa kurang nyaman dan aman dengan mengakses pelayanan secara

online.
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Hasil Pembahasan

Berdasarkan pengamatan penulis, Pemdes Kalidawir telah dilaksanakan dengan pengelolaan informasi yang menagcu

pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kasi pelayanan,

menyatakan bahwa Pemdes Kalidawir telah merealisasikan prinsip keterbukaann dalam bentuk memasang banner

yang terletak di kantor depan balai desa serta menulis perencanaan di APBDesa. Sekdes, Satukan Efendy,

menegaskan, bahwa hal tersebut ditempuh untuk mengembangkan keterbukaan terhadap mengelola data dan informasi

pendukung perencanaan dan penganggaran yang berbasis data atau bukti.

Terkait dengan keberadaan banner, Siti, salah satu warga Desa Kalidawir, mengakui bahwa Pemdes Kalidawir sudah

melakukan keterbukaan kepada masyarakatnya dan melayani dengan prima. Namun, Siti, mengakui bahwa masih

sedikit warga yang memanfaatkan keterbukaan Pemdes Kalidawir tersebut. Masih sedikit warga masyarakat memberi

kritik atau saran terkait pelayanan Pemdes Kalidawir.
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Hasil Pembahasan

Berdasarkan pernyatakan Kasi Pelayanan, Roni, dalam pelayanan, Pemdes Kalidawir sudah sesuai dengan aturan
hukum yang ada tidak pandang bulu masyarakat, tidak membeda-bedakan, semua dinilai sama. Kepala Desa,
Maksun, menegaskan bahwa, dirinya dan seluruh perangkat desa, telah menjalankan tugas, sesuai ikrar perangkat
desa, untuk mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekdes,
Satukan Efendi, perangkat disini siap memberikan segala bantuan masyarakat meskipun di luar jam kerja dengan
menganut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Disisi lain, menurut Siti, sebagai warga desa, menilai bahwa memang secara umum dalam memberikan pelayanan
pemdes sudah adil sesuai hukum. Pemdes selalu berpijak pada aturan yang berlaku. Menumbuhkan keyakinan publik
terhadap penyelenggaraan layanan publik merupakan suatu upaya yang harus dijalankan sejalan dengan aspirasi dan
persyaratan dari seluruh warga dan penduduk dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Keyakinan publik
ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Kepercayaan publik harus dibangun melalui kejelasan, konsistensi, dan
efektivitas dari penyelenggaraan layanan publik. Ketika pemerintahdesa bisa memenuhi aspirasi dan persyaratan
masyarakat, kepercayaan publik akan tumbuh. Dalam konteks ini, pemerintah desa harus mendengarkan, memahami,
dan merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini bukan hanya tentang memberikan apa yang dianggap pemerintah perlu,
tapi juga tentang mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat
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Hasil Pembahasan

1. Resistensi dari Birokrasi : Diakui oleh Kades Kalidawir, Maskun, bahwa birokrasi yang sudah ada dalam

pemerintah desa atau struktur pemerintah yang lebih tinggi. masih memiliki kebiasaan yang sulit diubah. Masih ada

perangkat desa yang resisten terhadap perubahan untuk lebih akuntabel dan transparan karena menganggap perubahan

tersebut bisa mengancam kekuasaan atau status quo mereka. Hal tersebut, juga diakui oleh, Sekdes, Satukan Efendi,

bahwa, terkadang risistensi tersebut munculketika ada tuntutan perubahan ke arah yang lebih akuntabel. Namun,

selama ini Kades, menyatakan sudah berupaya untuk menghilangkan resistensi tersebut melalui pembinaanpembinaan

tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan menamkan kesadaran pegawai, Pemdes dapat

merancang strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa

2. Kurangnya kemampuan Teknis : Diakui oleh, Kasi pelayanan, Roni, Pemerintah desa pada saat awal

penerapan pelayanan berbasis online, menghadapi kendala teknis dalam menerapkan tata kelola yang baik, seperti

kurangnya akses ke teknologi, keterbatasan sumber daya, atau kekurangan keahlian dalam pengelolaan data dan

informasi. Pegawai Pemdes ada yang belum memiliki kemampuan teknis yang memadai sehingga mengalami

kesulitan dalam menyusun anggaran, mencatat transaksi keuangan dengan benar, dan melaporkan keuangan dengan

transparan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan data keuangan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana

desa. Namun, seiring waktu, seperti yang disampikan oleh Maskun, Kades Kalidawir, pemdes selalu berupaya untuk

meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangat desa melalui pelatihan. Pemdes telah meningkatkan kapasitas dan

kompetensi SDM Pemdes melalui diklat yang relevan dengan kebutuhan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah

desa sendiri maupun mengikuti pelatihan secara mandiri.
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Hasil Pembahasan

.

3. Kondisi Sosio-Kultural : Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, masyarakat desa memiliki norma-norma

sosial atau budaya tertentu yang dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan tata kelola yang baik. Fenomena ini dapat

berasal dari tradisi, kepercayaan, atau norma-norma yang telah terakar dalam budaya masyarakat desa selama

bertahuntahun. Misalnya, norma sopan santun sehingga membuat warga tidak berani untuk mengungkapkan kritik dan

saran untuk perbaikan pelayanan publik. Warga takut dinilai kurang menghargai perangkat desa. Hal tersebut diakui

oleh Siti, warga Desa Kalidawir, bahwa masih sedikit warga yang peduli untuk menyampaikan saran dan kritik kepada

perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada warga, karena takut dinilai kurang sopan. Selain itu, salah satu

norma sosial yang seringkali menjadi hambatan adalah ketidaksetujuan terhadap perubahan. Beberapa masyarakat desa

memiliki kecenderungan untuk mempertahankan tradisi dan norma-norma yang telah ada selama berabad-abad.

Kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip tata kelola modern dapat menciptakan resistensi terhadap

perubahan.

Akibatnya, implementasi kebijakan baru atau praktik tata kelola yang lebih baik dapat dihadapi dengan tantangan

karena tidak selaras dengan norma-norma yang telah ada. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis, dan dibenarkan

oleh, Siti, Informan warga Desa Kalidawir, beberapa masyarakat desa mengedepankan nilai-nilai kolektivitas dan

solidaritas yang kuat. Meskipun nilai-nilai ini memiliki manfaat positif, seperti rasa kebersamaan dan gotong royong,

namun dalam konteks tata kelola, hal ini dapat menghambat keterlibatan individu secara aktif dalam proses

pengambilan keputusan. Norma-norma sosial yang mendukung nepotisme atau patronase juga dapat menjadi kendala

serius dalam tata kelola desa. Keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan personal atau keluarga

dengan pejabat desa dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya secara tidak adil.

Hal ini dapat merugikan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintah desa.
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Hasil Pembahasan

4. Kurang Kesadaran dan Pendididkan masyarakat : Masih banyak warga masyarakat desa kurang

memahami hak-hak mereka atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa. Hal

tersebut diakui oleh Sekdes, Satukan Efendy, bahwa, belum semua warga memiliki kesadaran tentang pentingnya

partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah desa. Siti, salah satu warga Desa kalidawir, juga menyatakan, bahwa

pendidikan merupakan salah satu penyebab kurang pedulinya warga terhadap pelayanan Pemdes. Kurangnya pendidikan

memiliki dampak nyata terhadap tingkat kepedulian warga terhadap pelayanan Pemerintah Desa (Pemdes).

Upaya Pemdes Kalidawir untuk melibatkan masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya dalam tata kelola

pemerintah desa mencerminkan langkah-langkah konkret untuk menciptakan keterlibatan aktif warga dalam

pengambilan keputusan dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan keterangan Sekdes, Satukan

Efendi, Pemdes telah mengadakan dialog terbuka dengan warga desa untuk mendengarkan pandangan, masukan, dan

kebutuhan mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan saluran komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat

berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemdes kalidawir juga menyelenggarakan forum diskusi

atau konsultasi dengan masyarakat. Diskusi tersebut isu-isu penting dan merumuskan solusi bersama. Hal tersebut dapat

menciptakan kesempatan bagi warga desa untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Pemdes kalidawir juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah langkah kunci, yaitu

melalui Musresbangdes (musyarawah perencanaan dan pembangunan desa). Pemdes melibatkan warga dalam

menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan proyek-proyek yang akan dilaksanakan, sehingga kebijakan

yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
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Temuan Penting Penelitian

Berdasarkan hasil tulisan artikel Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan

Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin penulis akan menyimpulkan

sebagai berikut :

1. Dalam penerapan 4 pilar good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan,

dan aturan hukum telah berjalan dengan baik pada umumnya. Dalam hal akuntabilitas,

pemerintah desa telah memiliki mekanisme yang jelas dalam pelayanan publik, serta telah

menjaga kinerja pegawai. Terkait dengan prinsip tranparansi, Pemdes sudah menerapkan

pelayanan publik berbasis online, namun masih banyak warga yang memilih menggunakan

pelayanan offline, karena belum paham dengan pelayanan online. Dalam prinsip

keterbukaan, pemerintah desa Kalidawir sudah melakukan keterbukaan kepada

masyarakatnya, dalam bentuk pemasangan banner tentang realisasi APBdes. Namun,

masih sedikit warga yang memanfaatkan keterbukaan Pemdes Kalidawir tersebut, dengan

memberikan kritik atau saran terkait pelayanan Pemdes Kalidawir. Prinsip Aturan hukum,

secara umum dalam memberikan pelayanan pemdes sudah adil sesuai hukum.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata keloa pemerintah desa Kalidawir adalah

adanya reseistensi dari birokrasi, kurangnya kemampuan teknis perangkat desa, kondisi

sosio kultural, dan kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat
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